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ABSTRAK 

Penelitian ini membahas mengenai efektivitas peran kepengawasan Dewan 

Pengawas Syari’ah pada 5 Lembaga Keuangan Mikro Syari’ah yang ada di 

Kabupaten Lampung Timur yaitu, di BMT Assyafi’iyyah Berkah Nasional, BMT Al-

Fath Berkah Bersama, BPRS BAS (Bank Aman Syari’ah), BMT Bina Insani, dan 

BMT Ar-Rahmah Jaya Mulia. Penelitian ini berfokus pada bagaimana peran 

sesungguhnya dari Dewan Pengawas Syari’ah dalam melakukan tugasnya untuk 

mengawasi Lembaga Keuangan Mikro Syari’ah di Lampung Timur sehingga akad-

akad yang diterapkan sesuai dengan fatwa-fatwa dari DSN-MUI. Adapun penelitian 

ini menjawab dua permasalahan, Bagaimana mekanisme kerja Dewan Pengawas 

Syari’ah (DPS) dalam mengawasi pelaksanaan Koperasi Syari’ah di Kabupaten 

Lampung Timur? Bagaimana efektivitas kinerja pengawasan Dewan Pengawas 

Syari’ah (DPS) dalam usaha menjamin kepatuhan syari’ah pada Koperasi Syari’ah di 

Kabupaten Lampung Timur? 

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan, menggunakan metodologi 

penelitian kualitatif, dengan pendekatan yuridis normatif, sedangkan metode analisis 

datanya adalah deskriptif analitik. Dalam metode pengumpulan data, penyusun 

menggunakan metode observasi, wawancara, dan dokumentasi. 

Hasil penelitian menunjukan bahwa peran kepengawasan Dewan Pengawas 

Syari’ah di Lembaga Keuangan Mikro Syari’ah di Kabupaten Lampung Timur belum 

sepenuhnya efektiv dan sesuai fatwa dari DSN-MUI yaitu melaksanakan analisis 

operasional, melaksanakan penilaian kegiatan serta produk dari LKMS, memastikan 

bahwa kegiatan operasional LKMS tersebut sudah sesuai fatwa-fatwa yang 

ditetapkankan oleh Dewan Syari’ah Nasional, memberikan pendapat dari aspek 

syari’ah terhadap pelaksanaan operasional bank dan produk yang dikeluarkan secara 

keseluruhan dalam laporan publikasi LKMS, menganalisis produk serta jasa baru 

yang fatwanya belum ada lalu untuk mengusulkankan fatwa kepada Dewan Syari’ah 

Nasional, dan memberikan laporan hasil pengawasan syari’ah sekurang-kurangnya 

enam bulan sekali kepada direksi, komisaris, Dewan Syari’ah Nasional dan Bank 

Indonesia. 

 

Kata Kunci : Efektivitas, Prinsip Syari’ah, Pengawasan 
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ABSTRACT 

 

This study discusses the effectiveness of the supervisory role of the Syari'ah 

Supervisory Board at 5 Syari'ah Microfinance Institutions in East Lampung Regency, 

namely, at BMT Assyafi'iyyah Berkah Nasional, BMT Al-Fath Berkah Bersama, 

BPRS BAS (Bank Aman Syari'ah ), BMT Bina Insani, and BMT Ar-Rahmah Jaya 

Mulia. This research focuses on the actual role of the Syari'ah Supervisory Board in 

carrying out its duties to oversee the Syari'ah Microfinance Institution in East 

Lampung so that the contracts implemented are in accordance with the fatwas from 

the DSN-MUI. This research answers two problems, what is the working mechanism 

of the Syari'ah Supervisory Board (DPS) in supervising the implementation of 

Syari'ah Cooperatives in East Lampung Regency? How is the effectiveness of the 

supervisory performance of the Sharia Supervisory Board (DPS) in an effort to ensure 

shari'ah compliance in the Syari'ah Cooperative in East Lampung Regency? 

This type of research is field research, using a qualitative research 

methodology, with a normative juridical approach, while the data analysis method is 

descriptive analytic. In the data collection method, the authors use the method of 

observation, interviews, and documentation. 

The results showed that the supervisory role of the Syari'ah Supervisory 

Board in the Syari'ah Microfinance Institutions in East Lampung Regency was not 

fully effective and in accordance with the fatwa from the DSN-MUI, namely carrying 

out operational analysis, carrying out evaluations of activities and products from 

LKMS, ensuring that LKMS operational activities is in accordance with the fatwas 

stipulated by the National Syari'ah Council, provides opinions from shari'ah aspects 

on the implementation of bank operations and products issued as a whole in the 

LKMS publication report, analyzes new products and services for which there are no 

fatwas and then proposes a fatwa to the National Syari'ah Council, and submit reports 

on the results of shari'ah supervision at least once every six months to the directors, 

commissioners, the National Syari'ah Council and Bank Indonesia. 

 

Keywords: Effectiveness, Sharia Principles, Supervision 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

iv 
 

SURAT PERSETUJUAN TESIS 

 

Hal: Tesis Saudara M. Imam Makruf, S.H.  

Kepada Yth., 

 

Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum  

UIN Sunan Kalijaga 

Yogyakarta 

 

Assalamu'alaikum Wr. Wb. 

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, 

maka kami berpendapat bahwa tesis saudara: 

Nama : M. Imam Makruf, S.H. 

NIM : 20203012007 

Judul : ”Analisis Efektivitas Peran Kepengawasan Dewan Pengawas Syari’ah (DPS) 

pada Lembaga Keuangan Mikro Syari’ah (LKMS) di Kabupaten Lampung 

Timur” 

Sudah dapat diajukan kepada Program Studi Magister Ilmu Syari’ah Fakultas 

Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat 

memperoleh gelar sarjana Magister Hukum. 

Dengan ini kami mengharap agar tesis atau tugas akhir saudara tersebut di atas dapat 

segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. 

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.  

 Yogyakarta, 18  April  2023 M 

                  27 Ramadhan 1444 H 

        Pembimbing, 

    

           

            

           Dr. Abdul Mughits, S.Ag., M.Ag. 

       NIP. 197609202005011002 

 



 
 

v 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         

 

 

 

 



 
 

vi 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

vii 
 

MOTTO 
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I. Konsonan Tunggal 

Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama 
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 Ba’ B be ب

 Ta’ T te ت

 Śa’ Ś es (dengan titik diatas) ث

 Jim J je ج

 Ḥa’ Ḥ ha (dengan titik dibawah) ح
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 Dal D de د 
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II. Konsonan Rangkap karena Syaddah ditulis rangkap 

 ditulis sunnah سنةّ

 ditulis ‘illah علةّ

 

III. Ta’ Marbūt̩ah di akhir kata 

a. Bila diamtikan ditulis dengan h 
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 ditulis al-mā’idah المائدة

 ditulis islāmiyyah إسلاميةّ

 

(Ketentuan ini tidak diperlukan kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa 

Indonesia, seperti zakat, salat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya). 

b. Bila diikuti dengan kata sandang “al” serta bacaan kedua itu terpisah, maka 

ditulis dengan h. 

 ditulis muqāranah al-maz̩āhib مقارنة المزاهب 

 

IV. Vokal Pendek 

1. ----  َ ---- fath̩ah ditulis a 

2. ----  َ ---- Kasrah ditulis i 

3. ----  َ ---- d̩ammah ditulis u 

 

V. Vokal Panjang 

1. Fath̩ah + alif 

 إستحسان 

ditulis 

ditulis 

ā 

istih̩sān 

2. Fathah + ya’ mati 

 أنثى

ditulis 

ditulis 

ā 

unŝā 

3. Kasrah + ya’ mati 

 العلواني 

ditulis 

ditulis 

ī 

al-‘alwānī 

4. D̩ammah + ya’ mati 

 عاوم 

ditulis 

ditulis 

û 

‘ulûm 

 

VI. Vokal Rangkap 

1. Fath̩ah + ya’ mati 

 غيرهم

ditulis ai 

Gairihim 

2. Fath̩ah + wawu mati 

 قول

ditulis au 

Qaul 
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 ditulis أأنتم

 

a’antum 

 ditulis أعدّت

 

u’inddat 

 ditulis لئن شكرتم
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VIII. Kata Sandang Alif + Lam 

a. Bila diikuti huruf Qamariyyah. 

 ditulis Al-Qur’ān القرآن 

 

 ditulis Al-Qiyās القياس 

 

 

b. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis menggunakan huruf Syamsiyyah 

yang mengikutinya, sehingga menghilangkan huruf l (el)nya. 

 الرسالة 

 

ditulis ar-Risālah 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Koperasi Syariah berdiri ketika banyak bermunculan Baitul Mal Watamwil (BMT), di 

mana dipelopori dengan berdirinya BMT Bina Insan Kamil di tahun 1992. BMT 

merupakan lembaga yang berfokus pada ekonomi masyarakat di mana gagasan 

utamanya yaitu: dari, oleh dan untuk anggota. Menurut UU No. 25 Tahun 1992 

perihal perkoperasian, Koperasi Syari’ah dapat memakai badan hukum koperasi, yang 

mana sisi perbedaan Koperasi Syari’ah dengan Koperasi Konvensional cuma berada 

pada teknis kegiatan usahanya saja, Koperasi Syariah melarang adanya bunga serta 

menjunjung tinggi etika moralitas dan berpedoman pada hukum kehalalan serta 

keharaman ketika menjalankan operasionalnya.1 

Menurut Badan Pusat Statistik, angka koperasi yang beroperasi di Indonesia 

sejumlah 130.354 koperasi, dengan volume usaha sebesar Rp197,88 triliun pada 

2022. Angka tersebut meningkat 1,96% dibandingkan tahun sebelumnya yang 

sebanyak 127.846 unit dengan volume usaha Rp182,35 triliun.2 Diharapkan, dari 

jumlah tersebut koperasi bisa menolong rakyat kecil dalam mendapatkan pinjaman, 

sehingga bisa meringankan keperluan hidupnya. Tetapi, menurut data dari Badan 

 
1 Undang-undang No. 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian. 

2 “Badan Pusat Statistik,” https://dataindonesia.id/bursa-keuangan/detail/jumlah-koperasi-

aktif-meningkat-jadi-130354-unit-pada-2022, akses 31 Maret 2023. 

https://dataindonesia.id/bursa-keuangan/detail/jumlah-koperasi-aktif-meningkat-jadi-130354-unit-pada-2022
https://dataindonesia.id/bursa-keuangan/detail/jumlah-koperasi-aktif-meningkat-jadi-130354-unit-pada-2022
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Pusat Statistik sejak Maret 2022, angka masyarakat Indonesia yang termasuk dalam 

klasifikasi kurang mampu terdapat 26,36 juta penduduk atau sebanyak 7,53%.1 Maka 

didirikanlah Koperasi Jasa Keuangan Syari’ah (KJKS) atau Koperasi Simpan Pinjam 

Syari’ah dan Unit Jasa Keuangan Syari’ah (UJKS) diharapkan bisa mengangkat 

kesejahteraan rakyat Indonesia, terkhusus dari lingkungan rakyat menengah kebawah 

serta untuk mencapai keadilan berdasakan dengan prinsip Syari’ah. 

Berdasarkan keputusan Kementerian Koperasi UKM RI Tahun 2009 pasal 1, 

pengertian dari koperasi syariah adalah suatu koperasi yang operasionalnya berfokus 

pada ranah investasi, simpanan dan juga pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil. 

Usaha koperasi Syariah merupakan aktivitas bisnis yang penuh dengan 

kebermanfaatan, kebaikan, kehalalan serta menggunakan prinsip bagi hasil serta 

tanpa ada unsur riba. Dalam melaksanakan tujuannya, koperasi syari’ah 

melaksanakan kegiatan dengan yang tercantum pada sertifikasi usaha koperasi. 

Kgiatan yang dijalankan oleh koperasi syari’ah wajib sesuai dengan undang-undang 

yang berkaitan. 

Maraknya Lembaga Keuangan Mikro Syari’ah (selanjutnya disingkat LKMS) 

di Nusantara, lalu menjadi fokus utama untuk pemerintah, khususnya Kemenag. 

Karena pembuatan suatu lembaga yang memiliki badan hukum, tidak harus dikontrol 

oleh negara dengan peraturan yang lahir lebih awal, tetapi oleh lembaga yang 

memiliki  kompeten serta mempunyai tanggung jawab dalam mengontrol kegiatan 

 
1 “Badan Pusat Statistik,” https://www.bps.go.id/pressrelease/2023/01/16/2015/persentase-

penduduk-miskin-september-2022-naik-menjadi-9-57-persen.html, akses 31 Maret 2023. 

https://www.bps.go.id/pressrelease/2023/01/16/2015/persentase-penduduk-miskin-september-2022-naik-menjadi-9-57-persen.html
https://www.bps.go.id/pressrelease/2023/01/16/2015/persentase-penduduk-miskin-september-2022-naik-menjadi-9-57-persen.html
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operasionalnya. Dalam naungan Majelis Ulama Indonesia, kemudian didirikanlah 

Dewan Syari’ah Nasional (selanjutnya disingkat DSN), yaitu institusi yang bertugas 

merumuskan fatwa dan secara mutlak pada setiap operasional berdasarkan syari’ah, 

membuat aturan, serta sanksi untuk yang tidak patuh.2  

Terbentuknya Dewan Syari’ah Nasional pasti tidak akan beroperasi secara 

maksimal, jika tidak adanya lembaga yang beroperasi dalam hal pengawasan. maka 

sistem syari’ah yang dilakukan harus sesuai dengan aturan yang berlaku. Menurut SK 

DSN No.3 tahun 2000, disebutkan bahwa Dewan Pengawas Syari’ah (DPS) 

merupakan bagian dari LKMS, sesuai penugasannya atas persetujuan DSN. Oleh 

karena itu, DPS mempunyai tugas mengawasi secara periodik pada LKMS tempat ia 

bertugas, wajib untuk membuat usulan kepada DSN agar bisa mengembangkan 

LKMS, membuat laporan terkait perkembangan produk dan juga operasional LKMS 

yang dimonitoringnya kepada DSN minimal dua kali untuk satu tahun anggaran, dan 

membuat rumusan permasalahan yang membutuhkan pengkajian dari DSN. 

Peran DPS sangatlah vital, bagaimana penerapannya sesuai dengan landasan 

syari’ah. Peran DPS saat ini dilihat sangat mempunyai peran penting terhadap risiko 

reputasi pada LKMS. Penentuan DPS pun telah jelas tercatat pada beberapa 

ketentuan. tidak hanya ahli dalam hukum Islam seperti ulama dan cendekiawan 

muslim tetapi juga ahli dalam ilmu keuangan secara umum, serta ketentuan yang 

terdapat dalam prinsip syari’ah harus dikuasai secara maksismal.  

 
2 Kamus Istilah Perbankan, Asuransi, dan Pasar Modal Syari’ah Plus Zakat, Komunitas 

Ekonomi Syari’ah (Jakarta: Shahih, 2016), hlm. 20. 
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Tidak dapat menyangkal bahwa LKMS sangat ringkih terhadap 

penyimpangan dan kesalahan terhadap ketentuan. Alasannya adalah tingkat 

pendapatan yang lebih tinggi serta penentuan target yang tinggi. Kejadian seperti ini 

terjadi karena untuk meningkatkan eksistensinya sebagai pelaku usaha dan fungsi 

LKMS. Kegiatan LKMS diatur pada Peraturan Menteri Koperasi dan UKM No. 7 

tahun 2021 Tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan 

UKM. Ketentuan ini adalah peraturan terbaru mengenai LKMS untuk mempermudah 

perkembangan LKMS di Tanah Air.3  

Prinsip syari’ah yang berada di koperasi syari’ah harus dijalankan, maka 

untuk menjamin kesesuaian dengan syari’ah, kemudian dibuatlah Dewan Pengawas 

Syari’ah (DPS). DPS bertanggung jawab terhadap pelaksanaan ketentuan syari’ah 

pada LKMS termasuk koperasi syari’ah. Kemudian DPS juga wajib melaporkan 

secara rutin kepada DSN tentang hasil pengawasan yang dilakukan dari berbagai 

bidang pada LKMS. Permasalahan utama yang dimiliki oleh LKMS ialah 

pengontrolan atau pengawasan yang dilaksanakan oleh DPS yang tidak sepenuhnya 

mendalami prinsip syari’ah.  

Menurut hasil penilitian dalam jurnal yang ditulis oleh Rahma Yudi Astuti 

disebutkan bahwa  DPS belum mempunyai ketentuan yang standar untuk seluruh 

anggota DPS, pedoman pelaporan serta pengawasan seluruhnya diberikan kepada 

anggota DPS. Jadi antara DPS  pada bank syariah yang satu dengan bank syariah lain 

 
3 Peraturan Pemerintah Nomor 7 tahun 2021 Tentang Kemudahan, Pelindungan, Dan 

Pemberdayaan Koperasi Dan Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah. 
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bisa berbeda pedoman pelaporan serta pengawasannya. Belum adanya tata cara 

pengawasan ini berakibat sukarnya menilai kualitas operasional lembaga, sebab 

seberapa jauh kinerja pengawasan belum terdapat pedomannya. Hasil pengawasan 

syari’ah juga termasuk hasil penilaian anggota DPS terhadap ketentuan bank syariah 

atas fatwa DSN yang belum memiliki pedomannya.4 

Maka hasil pengawasan begitu tergantung terhadap kesadaran pada setiap 

anggota Dewan Pengawas Syari’ah dan kelengkapan sarana dan prasarana serta 

akomodasi yang cukup. Pada kasus ini membuat kredibilitas LKMS serta DPS 

berkurang. Kemudian di jurnal lainnya yang ditulis oleh Lailatul Hikmah dan Ulfi 

Kartika Oktaviana disebutkan bahwa di Propinsi Jawa Timur secara uji parsial kinerja 

DPS tidak semuanya berjalan dengan maksimal dalam mematuhi prinsip syariah, hal 

ini dikarenakan jumlah sertifikasi yang sangat rendah serta anggota Dewan Pengawas 

Syari’ah kebanyakan memiliki kegiatan lain sehingga minim bertandang ke LKMS.5 

Berdasarkan kasus tersebut menunjukkan perlunya stratifikasi atau pelatihan DPS 

terkait tugasnya untuk menjadi pengawas Syariah di LKMS. Karena sertifikasi DPS 

merupakan syarat siap dalam mengemban amanatnya untuk menjadi pengawas 

Syariah tersebut. 

 
4 Rahma Yudi Astuti, ”Analisa Kinerja Dewan Pengawas Syari’ah di Bank Syari’ah,” Jurnal 

Al-Tijarah, Vol. 1, No. 2, hlm. 149. 

5 Lailatul Hikmah dan Ulfi Kartika Oktaviana, “Pengaruh Peran Dewan Pengawas Syariah 

(DPS) dan Komite Audit terhadap Kepatuhan pada Prinsip Syariah,” El Muhasaba: Jurnal Akuntansi, 

Vol. 10 No. 2, hlm. 138. 
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Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Tenaga Kerja Lampung Timur pada tanggal 

16 Mei 2019 mengatakan bahwa angka LKMS yang terdapat di kabupaten Lampung 

Timur terdaftar sebanyak 599 LKMS. Tapi dari angka 599 LKMS itu, sebanyak 201 

LKMS izin operasinya telah di non aktifkan oleh Kementerian Koperasi dan UMKM, 

sebab belum bisa melaksanakan Rapat Anggota Tahunan serta mempunyai banyak 

permasalahan dalam sistem keuangan. Kemudian sebanyak 398 LKMS yang masih 

memiliki izin operasi, cuma tersisa 70 LKMS yang tetap beroperasi.6 Oleh sebab itu 

dalam pengelolaan serta pengawasan syari’ahnya perlu dilakukan penelitian lebih 

lajut, supaya dapat diketahui akar permasalahannya, sehingga koperasi syari’ah  yang 

ada di Kabupaten Lampung Timur bisa lebih berkembang dengan baik. 

Berdasarkan penjelasan di atas penyusun tertarik untuk melakukan analisis 

terhadap efektivitas peran DPS dalam mengawasi berjalannya akad syari’ah di LKMS 

yang ada di Kabupaten Lampung Timur. Jadi yang dimasud kinerja disini adalah 

bukan hanya dalam kemampuan kerja saja, tetapi prestasi dan pengaruh DPS ketika 

melaksanakan amanahnya. 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan permasalahan tadi, yang menjadi rumusan masalah adalah: 

1. Bagaimana mekanisme kerja Dewan Pengawas Syari’ah dalam mengawasi 

pelaksanaan LKMS di Kabupaten Lampung Timur ? 

 
6 “ Netizenku.com,” https://netizenku.com/463-koperasi-di-lampung-timur-dipastikan-mati-

suri/ akses 6 Juni 2023. 

https://netizenku.com/463-koperasi-di-lampung-timur-dipastikan-mati-suri/
https://netizenku.com/463-koperasi-di-lampung-timur-dipastikan-mati-suri/
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2. Bagaimana efektifitas kinerja pengawasan Dewan Pengawas Syari’ah dalam 

usaha menjamin kepatuhan syari’ah pada Lembaga Keuangan Mikro Syari’ah di 

Kabupaten Lampung Timur ? 

 

C. Tujuan dan Kegunaan 

Berdasarkan Rumusan Permasalahan diatas, maka tujuan dari adanya penelitian 

ini yaitu: 

1. Untuk mengetahui mekanisme kerja Dewan Pengawas Syari’ah dalam 

mengawasi pelaksanaan LKMS di Kabupaten lampung Timur. 

2. Untuk mengetahui efektivitas kinerja pengawasan Dewan Pengawas Syari’ah 

(DPS) dalam usaha menjamin kepatuhan syari’ah pada Lembaga Keuangan 

Mikro Syari’ah (LKMS) di Kabupaten Lampung Timur. 

Adapun Kegunaan dari adanya penelitian ini yaitu: 

1. Secara akademis, penelitian ini bisa menambah khazanah keilmuan khususnya 

pada bidang Hukum Ekonomi Syari’ah. 

2. Secara praktis, penelitian ini bisa memberi gambaran mengenai efektivitas 

kinerja pengawasan Dewan Pengawas Syari’ah (DPS) dalam usaha menjamin 

kepatuhan syari’ah pada Lembaga Keuangan Mikro Syari’ah (LKMS) di 

Kabupaten Lampung Timur. 
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D. Telaah Pustaka 

Telaah Pustaka merupakan review pemahaman dokumentasi dari hasil yang 

dipublikasi (artikel dalam jurnal dan buku) dan yang tidak dipublikasikan (karya 

dalam skripsi, tesis, dan disertasi) dari sumber sekunder pada bidang minat 

peneliti/sesuatu hal yang dianggap menjadi masalah dalam penelitian. Beberapa studi 

yang relevan dengan penelitian ini sudah dituliskan oleh sejumlah penulis 

sebelumnya, yaitu: 

Jurnal ilmiah yang ditulis oleh Rahma Yudi Astuti, dengan judul “Analisa 

Kinerja Dewan Pengawas Syari’ah di Bank Syari’ah”. Dalam jurnal dipaparkan 

bahwa Pengawasan syari’ah pada saat ini dilaksanakan oleh Dewan Pengawas 

Syari’ah (DPS) belum mempunyai tata cara yang standar menyeluruh untuk semua 

anggota DPS, pedoman pelaporan serta pengawasan sepenuhnya diberikan kepada 

anggota DPS. Akhirnya antara satu DPS pada LKMS yang satu dengan LKMS yang 

lain, bisa memiliki perbedaan pedoman pelaporan serta pengawasannya. Belum 

adanya tata cara pengawasan ini berpengaruh pada sukarnya menilai efektivitas kerja, 

sebab seberapa jauh kualitas pengawasan belum terdapat standarnya. Hasil 

pengawasan syari’ah juga merupakan hasil pengukuran anggota DPS terhadap 

ketentuanan LKMS tatas fatwa DSN yang belum terdapat ukurannya. maka kualitas 

pengawasan begitu tergantung terhadap komitmen dari setiap anggota DPS dan 

kelengkapan sarana dan prasarana dan akomodasi yang cukup.7 

 
7 Rahma Yudi Astuti, ”Analisa Kinerja Dewan Pengawas Syari’ah di Bank Syari’ah,” Jurnal 

Al-Tijarah, Vol. 1, No. 2, hlm. 149. 



9 
 

 
 

Persamaanya dengan penelitian penulis adalah sama-sama berfokus meneliti 

terkait peran DPS, kemudian menggunakan metode penelitian kualitatif. Sedangkan 

perbedaannya yaitu tempat dan waktu penelitian, Rahma meneliti kinerja DPS secara 

umum yaitu pada seluruh Bank Syari’ah. Sedangkan yang penulis teliti yaitu peran 

DPS di LKMS yang ada di Kabupaten Lampung Timur. Sehingga penelitian yang 

dilakukan penyusun belum pernah dilakukan sebelumnya oleh penulis yang lain. 

Jurnal ilmiah yang ditulis oleh Ulin Nuha, dengan judul “Optimalisasi Peran 

Dewan Pengawas Syariah  Pada Lembaga Keuangan Mikro Syariah (Studi Kasus Di 

Assosiasi Koperasi Warga NU  Jepara)”. Dalam jurnal ini dipaparkan bahwa 1) DPS 

LKMS mayoritas lulusan S1 dan kebanyakan diambil dari ulama. Kemudian 

mayoritas dari anggota Dewan Pengawas Syari’ah belum memiliki sertifikasi dari 

DSN-MUI. 2) Kinerja DPS pada LKMS AKOWANU di Jepara yaitu secara rutin 

melaksanakan monitoring setiap 6 bulan sekali. Memastikan SOP produk LKMS 

dilaksanakan dengan berpedoman pada ketetapan fatwa Dewan Syari’ah Nasional. 

Kemudian DPS merumuskan opini syari’ah dari kegiatan yang dijalankan LKMS 

pada setiap RAT.8 

Persamaannya dengan penelitian ini adalah dalam hal obyek yang diteliti yaitu 

mengenai peran DPS dan sama-sama menggunakan metode penelitian kualitatif. 

Sedangkan perbedaannya adalah pada tempat dan waktunya, Ulin meneliti peran DPS 

pada Assosiasi Koperasi Warga NU di Jepara, sedangkan penyusun meneliti peran 

 
8 Ulin Nuha, “Optimalisasi Peran Dewan Pengawas Syariah  Pada Lembaga Keuangan Mikro 

Syariah (Studi Kasus Di Assosiasi Koperasi Warga NU  Jepara),”  MALIA: Journal of Islamic Banking 

and Finance, Vol. 2, No. 2, hlm. 219-220. 
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pengawasan DPS di Kabupaten Lampung Timur. Sehingga penelitian yang dilakukan 

penyusun belum pernah dilakukan sebelumnya oleh penulis yang lain. 

Jurnal ilmiah yang ditulis oleh Ana Nurwakhidah, dengan judul “Analisis 

Kinerja Dewan Pengawas Syari’ah dalam Mengawasi Bank Syari’ah”. Dalam jurnal 

ini dipaparkan bahwa, peran DPS di BPRS Bumi Rinjani Kepanjen termasuk baik. 

DPS yang ditugasi oleh DSN untuk melakukan monitoring periodik membuat 

pengajuan usulan instansi membuat laporan dari perkembangan produk serta 

membuat rumusan masalah sudah dilaksanakan secara optimal sehingga pada periode 

tersebut bisa menghasilkan 3 produk inovasi, monitoring dan praktek serta 

operasional atas produk termasuk efektif. Hal tersebut telah sejalan dengan tanggung 

jawab dan tugas yang wajib dijalankan DPS berdasarkan POJK No. 3/POJK.03/2016 

tentang Bank Pembiayaan Rakyat Syari’ah. Hal tersebut terjadi karena tugas yang 

diberikan hanyalah memberikan pengawasan terhadap dua kantor cabang yang bisa 

memudahkan DPS dalam menjalankan tugasnya. Tidak bisa menjadi acuan bagi bank 

lain terutama yang telah memiliki skala nasional dan mempunyai lebih dari dua 

cabang serta persebarannya mencakup setiap wilayah di Indonesia.9 

Persamaannya dengan penelitian ini ada sama-sama meneliti peran DPS pada 

Lembaga Keuangan Mikro Syari’ah dan menggunakan metode penelitian kualitatif. 

Sedangkan yang membedakannya adalah tempat dan waktu, Ana meneliti peran DPS 

di BPRS Bumi Rinjani Kepanjen sedangkan penulis meneliti di tempat dan waktu 

 
9 Ana Nurwakhidah, “Analisa Kinerja Dewan Pengawas Syari’ah di Bank Syari’ah,” Malia: 

Jurnal Ekonomi Islam, Vol. 12, No. 1, hlm. 53-66. 
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yang berbeda yaitu di Kabupaten Lampung Timur. Sehingga penelitian yang 

dilakukan penyusun belum pernah dilakukan sebelumnya oleh penulis yang lain. 

Jurnal ilmiah yang ditulis oleh Rahmat Ilyas, dengan judul “Peran Dewan 

Pengawas Syariah dalam Perbankan Syari’ah”. Dalam jurnal ini dipaparkan 

bahwasannya Dewan Pengawas Syari’ah merupakan Lembaga yang berdiri sendiri 

yang mana beranggotakan para ahli ilmu syari’ah serta mempunyai keahlian dalam 

ilmu perbankan pada LKMS dan memiliki tugas untuk memonitoring operasional 

fatwa DSN pada Lembaga Keuangan Mikro Syari’ah. Dewan Pengawas Syari’ah 

mempunyai peran vital dalam menjalankan pronsip syari’ah pada Bank Syari’ah. 

Dewan Pengawas Syari’ah memiliki amanah untuk mengawasi seluruh kegiatan Bank 

Syari’ah supaya sesuai dengan fatwa DSN-MUI.10 

Persamaanya dengan penelitian ini adalah sama-sama meneliti peran DPS 

pada LKMS serta sama-sama menggunakan metode penelitian kualitatif. Kemudian 

yang membedakan adalah tempat dan waktu penelitian, yang mana Rahmat meneliti 

peran DPS secara umum sedangkan penyusun meneliti peran DPS pada LKMS yang 

ada di Kabupaten Lampung Timur. Sehingga penelitian yang dilakukan penyusun 

belum pernah dilakukan sebelumnya oleh penulis yang lain. 

Jurnal ilmiah yang ditulis oleh Agustina Sintya Putri Pratama, dengan judul 

“Analisis Kinerja Operasional  Dewan Pengawas Syari’ah (DPS) pada KSPPS BMT 

Sri Sejahtera Jawa Timur”. Dalam jurnal ini dipaparkan bahwasanya DPS di KSPPS 

 
10 Rahmat Ilyas, “ Peran Dewan Pengawas Syariah dalam Perbankan Syari’ah,” JPS (Jurnal 

Perbankan Syari’ah), Vol. 2 No.1, hlm. 42. 
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BMT Sri Sejahtera Jawa Timur mempunyai fungsi signifikan terutama terkait 

monitoring praktek dan kegiatan lembaga keuangan mikro Syariah. Kinerja dari DPS 

tersebut dianggap cukup baik melalui hasil pengevaluasian monitoring yang sudah 

dijalankan. Walaupun pengawas Syariah sekarang sudah memiliki ilmu pengetahuan 

yang cukup, tetap dibutuhkan kehadirannya sebagai pihak monitoring penerapan 

prinsip syariah yang mana akan berpengaruh terhadap kinerja dari LKMS itu sendiri 

tanya. Dengan adanya pengawas syariah yang mempunyai sertifikasi dari DSN MUI 

akan menambah kinerja dari DPS pada LKMS.11 

Persamaanya dengan penelitian ini adalah sama-sama meneliti peran DPS 

pada LKMS serta sama-sama menggunakan metode penelitian kualitatif. Kemudian 

yang membedakan adalah tempat dan waktu penelitian, yang mana Agustina meneliti 

peran DPS pada salah satu Lembaga Keuangan Mikro Syari’ah di Jawa Timur 

sedangkan penyusun meneliti peran DPS pada LKMS yang ada di Kabupaten 

Lampung Timur. Sehingga penelitian yang dilakukan penyusun belum pernah 

dilakukan sebelumnya oleh penulis yang lain. 

Jurnal ilmiah yang ditulis oleh Akhmad Arif Rif’an, dengan judul “Analisis 

Profile dan Kinerja Dewan Pengawas Syari’ah (DPS) pada Koperasi Simpan Pinjam 

Dan Pembiayaan Syari’ah Di Daerah Istimewa Yogyakarta”. Pada jurnal ini 

dipaparkan Pertama, profil Dewan Pengawas Syari’ah bahwa sebagian besar profil 

pendidikan formal DPS yakni strata 1 serta kebanyakan dipilih dari pemuka agama. 

 
11 Agustina Sintya Putri Pratama, “Analisis Profile dan  Kinerja Dewan Pengawas Syari’ah 

(DPS) Pada Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syari’ah (KSPPS) di Daerah Istimewa 

Yogyakarta,” Jurnal Ekonomika dan Bisnis Islam,  Vol. 3, No. 2, hlm. 116-127. 
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Selain itu bahwa sebagian besar DPS belum mempunyai sertifikasi dari DSN-MUI. 

Kedua, kinerja Dewan Pengawas Syari’ah pada LKMS di Daerah Istimewa 

Yogyakarta secara berkala melaksanakan pengawasan dua kali dalam satu tahun. 

Kemudian pengawasan DPS terhadap SOP produk penghimpunan serta penyaluran 

dana sudah dijalankan untuk memastikan bahwa sudah mengacu pada putusan fatwa 

DSN-MUI. Selanjutnya setiap Rapat Akhir Tahun (RAT) DPS memberikan opini 

syari’ah untuk operasional yang dijalankan KSPPS.12 

Persamaanya dengan penelitian ini adalah sama-sama meneliti peran DPS 

pada LKMS serta sama-sama menggunakan metode penelitian kualitatif. Kemudian 

yang membedakan adalah tempat dan waktu penelitian, yang mana Akhmad meneliti 

peran DPS pada Lembaga Keuangan Mikro Syari’ah di Daerah Istimewa Yogyakarta 

sedangkan penyusun meneliti peran DPS pada LKMS yang ada di Kabupaten 

Lampung Timur. Sehingga penelitian yang dilakukan penyusun belum pernah 

dilakukan sebelumnya oleh penulis yang lain. 

Jurnal ilmiah yang ditulis oleh Lailatul Hikmah dan Ulfi Kartika Oktaviana, 

dengan judul “Pengaruh Peran Dewan Pengawas Syariah (DPS) dan Komite Audit 

terhadap Kepatuhan pada Prinsip Syariah”. Dalam jurnal ini dijelaskan bahwasanya 

berdasarkan uji parsial peranan dari DPS tidak dilakukan secara optimal dalam hal 

memelihara ketaatan Syariah karena rendahnya tingkat sertifikasi dan banyak dari 

 

12 Akhmad Arif Rif’an, “Analisis Profile dan  Kinerja Dewan Pengawas Syari’ah (DPS) Pada 

Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syari’ah (KSPPS) di Daerah Istimewa Yogyakarta,” Jurnal 

Syari’ah, Vol. 6 No. 1, hlm. 1-17. 
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anggota DPS yang memiliki kesibukan lainnya dan berdampak dengan jarangnya 

mereka untuk mengunjungi DPRS. Peranan komite audit di lain sisi telah dilakukan 

secara optimal dalam hal memelihara ketaatan Syariah di BPRS Provinsi Jawa 

Timur.13 

Persamaanya dengan penelitian ini adalah sama-sama meneliti peran DPS 

pada LKMS. Kemudian Perbedaanya adalah penelitian yang dilakukan Lailatul dan 

Ulfi menggunakan metode penelitian kuantitatif, sedangkan penyusun menggunakan 

metode penelitian kualitatif. Kemudian perbedaan selanjutnya adalah tempat dan 

waktu penelitian, yang mana Lailatul dan Ulfi meneliti peran DPS pada Lembaga 

Keuangan Mikro Syari’ah di Provinsi Jawa Timur, sedangkan penyusun meneliti 

peran DPS pada LKMS yang ada di Kabupaten Lampung Timur. Sehingga penelitian 

yang dilakukan penyusun belum pernah dilakukan sebelumnya oleh penulis yang 

lain. 

Tesis yang ditulis oleh Mahmudi, dengan judul “Mekanisme  Pengawasan   

Dewan Pengawas Syari’ah di BPRS Ikhsanul Amal Gombong  Kebumen dan BPRS 

Bumi Artha Sampang Cilacap”. Dalam penelitian ini dipaparkan bahwa mekanisme 

pengawasan dewan pengawas syariah adalah melakukan Analisa atas setiap 

operasional yang dilakukan oleh BPRS ihsanul amal Gombong dan juga BPRS bumi 

Artha Sampang, Cilacap serta melakukan penilaian terhadap produk dan juga 

 
13 Lailatul Hikmah dan Ulfi Kartika Oktaviana, “Pengaruh Peran Dewan Pengawas Syariah 

(DPS) dan Komite Audit terhadap Kepatuhan pada Prinsip Syariah,” El Muhasaba: Jurnal Akuntansi, 

Vol. 10 No. 2, hlm. 138. 
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operasional dari kedua bank tersebut. DPS juga membuat laporan terkait hasil 

monitoringnya minimal dua kali dalam setahun kepada pihak BI, DSN, komisaris dan 

juga direksi.14 

Persamaanya dengan penelitian ini adalah sama-sama meneliti peran DPS 

pada LKMS serta sama-sama menggunakan metode penelitian kualitatif. Kemudian 

yang membedakan adalah tempat dan waktu penelitian, yang mana Mahmudi meneliti 

peran DPS pada 2 Lembaga Keuangan Mikro Syari’ah yang ada di Gombong 

Kebumen dan Sampang Cilacap, sedangkan penyusun meneliti peran DPS pada 

LKMS yang ada di Kabupaten Lampung Timur. Sehingga penelitian yang dilakukan 

penyusun belum pernah dilakukan sebelumnya oleh penulis yang lain. 

Disertasi yang ditulis oleh Masliana, yang berjudul: “ Peran Dewan Pengawas 

Syari’ah (DPS) Dalam Pengawasan Pelaksanaan Kontrak di Bank Syari’ah (Studi 

pada Bank BRI Syari’ah). Hasil disertasi tersebut menjelaskan bahwasanya peranan 

dan fungsi DPS terkait pembuatan draft kontrak Bank BRI Syariah sudah sejalan 

berdasarkan peraturan Bi bagian DPS pasal 47. DPS secara general memiliki 

pekerjaan terkait pembuatan draft kontrak pada bank BRI Syariah dengan melakukan 

pengawasan untuk setiap operasional terkait pemberlakuan akad dalam bank tersebut. 

Monitoring juga diberikan dalam bentuk pembekuan dan juga pengesahan 

standarisasi akad yang diberlakukan secara nasional untuk seluruh Cabang BRI 

 
14 Mahmudi,  “Mekanisme  Pengawasan Dewan Pengawas Syari’ah  Di Bprs Ikhsanul Amal 

Gombong  Kebumen Dan BPRS Bumi Artha Sampang Cilacap,” Tesis IAIN Purwokerto (2015), hlm. 

1. 
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Syariah, memberikan bantuan dalam bentuk sosialisasi di setiap Cabang BRI Syariah 

ke akun officer yang ada di wilayah daerah.15 

Persamaanya dengan penelitian ini adalah sama-sama meneliti peran DPS 

pada Lembaga Keuangan Syari’ah serta sama-sama menggunakan metode penelitian 

kualitatif. Kemudian yang membedakan adalah tempat dan waktu penelitian, yang 

mana Masliana meneliti peran DPS pada Bank Syari’ah di Jawa Timur yaitu Bank 

BRI Syari’ah, sedangkan penyusun meneliti peran DPS pada LKMS yang ada di 

Kabupaten Lampung Timur. Sehingga penelitian yang dilakukan penyusun belum 

pernah dilakukan sebelumnya oleh penulis yang lain. 

 

E. Kerangka Teori 

❖ Prinsip Syari’ah ( Asas-asas Muamalat) 

Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, asas diartikan sebagai prinsip, 

landasan, fundamental, dasar, pangkal, anutan, dan juga alasan mendasar. Prinsip 

sendiri diartikan sebagai suatu hal yang dijadikan anutan utama. 

Adapun dalam ekonomi syariah maka terdapat beberapa prinsip yang digunakan 

yaitu: pertama, prinsip ketauhidan di mana manusia diajarkan bahwasanya menjaga 

hubungan dengan sesama manusia merupakan hal yang sama pentingnya seperti 

menjaga hubungan kepada Allah SWT. Maka setiap aktivitas perekonomian akan 

 
15 Masliana, “Peran Dewan Pengawas Syari’ah (DPS) Dalam Pengawasan Pelaksanaan 

Kontrak Di Bank Syari’ah (Studi Pada Bank BRI Syari’ah),” Desertasi UIN Syarif Hidayatulloh 

(2011), hlm. 88.  
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selalu Bidasari terhadap sistem ketauhidan dengan bentuk berusaha menciptakan 

keadilan sosial yang mana sumbernya yaitu Alquran dan Sunnah.  

Prinsip berikutnya yaitu prinsip Khilafah yang menganggap manusia merupakan 

pemimpin atau wakil Allah SWT di bumi serta menjadi pihak yang memegang setiap 

amanah dari Allah SWT agar semaksimal mungkin menegakkan setiap perintah dari 

Allah. Terkait perekonomian, prinsip Khilafah diterapkan untuk menjalin 

persaudaraan dan menghindari Setiap tindakan yang zalim dan menghilangkan 

adanya eksploitasi yang dapat membuat pihak lain merugi.  

Prinsip ketiga yaitu terkait prinsip keadilan yang diterapkan pada setiap tingkah 

laku yang bukan sekedar berangkat dari ajaran Alquran dan Sunnah namun turut pula 

dilandasi Adanya prinsip proporsionalitas dan juga keadilan. 

❖ Dewan Pengawas Syari’ah (DPS) 

1. Prinsip Dasar Pengawasan 

Dalam Al-Qur’an surat Al-mujādalah: 7, telah dibahas mengenai pentingnya 

pengawasan, diantaranya16: 

ألم تر أنّ اّللّ يعلم ما في السّماوات وما في الأرض ما يكون من نجّوى ثلاثة إلّّ 

رابعهم ولّ خمسة إلّّ هو سادسهم ولّ أدنى من ذلك ولّ أكثر إلّّ هو معهم أين هو 

 -٧-ما كانوا ثمّ ينبئّهم بما عملوا يوم القيامة إنّ اّللّ بكلّ شيء عليم 

 

2. Mekanisme Penetapan Keanggotaan DPS  

 
16 Al-mujādalah (58): 7. 
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a. Keanggotaan DPS  

1. Setiap LKMS wajib mempunyai minimal 3 anggota DPS  

2. Diantara anggota tersebut dipilih menjadi ketua.  

3. Periode anggota DPS tersebut yaitu 4 tahun serta bisa diganti dengan sistem 

pergantian antar waktu ketika meninggal pada waktu ingin berhenti mendapatkan 

usulan dari LKMS terkait serta merusak eksistensi dari DSN.   

c. Kewajiban DPS   

1. Mematuhi setiap fatwa yang dikeluarkan DSN MUI. 

2. Memonitoring setiap operasional LKMS supaya tidak melakukan penyimpangan 

dari aturan serta prinsip syariah yang ditetapkan di DSN MUI.  

3. Membuat laporan operasional dan juga perkembangan produk LKMS yang 

dimonitor dengan rutin dan dilaporkan kepada DSN MUI minimal dua kali satu 

tahun.17   

d. Mekanisme Pengawasan DPS   

Berdasarkan SK DSN MUI No.Kep-98/MUI/III/2001 tentang Susunan 

Pengurus DSN MUI Masa Bhakti Tahun 2000-2005, DSN-MUI memberikan 

tugas kepada DPS untuk: 

a) Melaksanakan monitoring dengan rutin terhadap LKS yang ada di 

bawah penguasaannya. 

 
17 Muhammad, Bank dan Lembaga Keuangan Syari’ah Lainnya (Depok: Rajawali Pers, 

2000), hlm. 384. 
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b) Harus mengusulkan pendapatnya untuk perkembangan dari LKS 

tersebut kepada atasan institusi yang berkaitan dan juga kepada DSN. 

c) Memberitahukan perkembangan terkait produk serta kegiatan dari LKS 

yang dimonitoringnya kepada DSN.  

d) Mengkaji persoalan-persoalan yang membutuhkan pengkajian DSN.18 

DPS berperan menjadi lembaga monitoring yang legal sehingga memiliki 

kewajiban penuh untuk menjamin bahwasanya segala aktivitas finansial dan juga 

penentuan strategi tidak bertentangan terhadap sistem syari'ah. Beberapa hal 

yang menjadi dasar prinsip pengawasan DPS yaitu:  

1. Jalb al-Mas̩ālih̩, adalah usaha memelihara serta mengoptimalkan unsur 

kebermanfaatan agar terhindar dari 5 resiko penting yakni terkait risiko 

keagamaan, moral, harta, reputasi dan juga resiko regenerasi.  

2. Dar al-Mafāsid, adalah usaha menjauhkan setiap unsur yang bisa mengakibatkan 

adanya kerugian baik dalam hal material maupun moralitas. 

3. Sadd aż-żarīʻah, Adalah usaha menghindari serta mengantisipasi adanya 

penyelewengan terhadap aturan syari'ah dan juga aturan yang lain. 

❖ Jenis Lembaga Keuangan Mikro Syari’ah 

 

18 SK DSN MUI No.Kep-98/MUI/III/2001 tentang Susunan Pengurus DSN MUI Masa Bhakti 

Tahun 2000-2005. 
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Sebagaimana yang tercantum di dalam Peraturan OJK No. 12/POJK.05/2014 

tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Lembaga Keuangan Mikro, diantaranya 

yaitu : 

1. BPRS (Bank Perkreditan Rakyat Syari’ah).  

2. BMT (Baitul Mal Wat Tanmil). 

3. Koperasi Syari’ah.19 

 

F. Metode Penelitian 

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian 

Penelitian ini merupakan studi lapangan atau disebut sebagai field research. Studi 

lapangan merupakan studi yang dilaksanakan dengan cara terjun langsung di lokasi 

yang diteliti serta mencari data dan informasi semaksimal mungkin. Kemudian jenis 

penelitiannya adalah deskriptif kualitatif, menggunakan metode pendekatan yuridis 

normatif. 

2. Metode Pengumpulan Data 

a. Observasi 

Observasi merupakan cara mengamati subjek maupun objek penelitian baik 

langsung atau tidak langsung agar mendapatkan data dan informasi terkait Penelitian 

 
19 Peratuaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12/POJK.05/2014 Tentang Perizinan Usaha dan 

Kelembagaan Lembaga Kueangan Mikro.  
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yang dilakukan peneliti.20 Penulis mengamati operasional kegiatan secara langsung 

dengan mengunjungi Lembaga Keuangan Mikro Syari’ah di Kabupaten Lampung 

Timur, yaitu diantaranya: BMT Assyafiiyyah, BMT Al-Fath Berkah Bersama, BPRS 

BAS (Bank Aman Syari’ah), BMT Bina Insani, dan BMT Ar-Rahmah Jaya Mulia. 

b. Wawancara 

 Merupakan metode untuk mengumpulkan data sehingga dapat memperoleh 

informasi yang dicari dari sumbernya secara langsung dengan proses tanya jawab 

maupun dengan melakukan dialog. Wawancara diterapkan jika peneliti hendak 

membuat studi pendahuluan agar bisa memperoleh masalah penelitian serta memiliki 

keinginan untuk mencari tahu pemahaman responden dengan akurat.21 Penulis 

melakukan wawancara dengan pimpinan serta DPS pada LKMS di Kabupaten 

Lampung Timur, yaitu: wawancara dengan bapak Andri Kurniawan, S.E. selaku 

pimpinan BMT Assyafi’iyyah cabang Purbolinggo pada tanggal 24 November 2022, 

wawancara dengan bapak Sugiono selaku pengurus BMT Al-Fath Berkah bersama 

pada tanggal 22 Desember 2022, wawancara dengan bapak Sugianto, A.Md selaku 

Direktur BPRS BAS (Bank Aman Syari’ah) pada tanggal 22 Desember 2022, 

wawancara dengan ibu Isrowiyyah selaku pengurus BMT Bina Insani pada tanggal 8 

Desember 2022, wawancara dengan bapak Iman Prabowo, S.Kom. selaku leader  

 
20 Djam’an Satori dan Aan Komariah, Metodologi Penelitian Kualitatif (Bandung: Alfabeta, 

2013), hlm. 105. 

21 Boedi Abdullah dan Beni Ahmad Saebani, Metode Penelitian Ekonomi Islam (muamalah) 

(Bandung: Pustaka Setia, 2014), hlm. 207. 
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BMT Ar-Rahmah Jaya Mulia cabang Purbolinggo pada tanggal 28 November 2022 

dan wawancara dengan perwakilan anggota DPS pada setiap LKMS. 

c. Dokumentasi 

Dokumentasi merupakan metode untuk mengumpulkan data secara tidak 

langsung yang ditujukan terhadap subjek yang diteliti dan memperoleh data dengan 

memanfaatkan sumber dokumen. Dokumen merupakan catatan dalam bentuk tulisan 

yang memuat pernyataan dari individu maupun dari badan tertentu terkait pengujian 

terhadap sebuah fenomena serta dijadikan sebagai sumber data, informasi, dan bukti 

yang sulit didapatkan dan sulit ditemukan serta berguna untuk memperluas 

pemahaman akan suatu hal yang hendak diteliti.22 Penulis mengumpulkan data 

dengan cara mencari informasi yang merujuk pada dokumen resmi yang ditulis oleh 5 

LKMS di Kabupaten Lampung Timur yang penulis teliti yaitu: BMT Assyafi’iyyah, 

BMT Al-Fath Berkah Bersama, BPRS BAS (Bank Aman Syari’ah), BMT Bina 

Insani, dan BMT Ar-Rahmah Jaya Mulia. 

3. Analisis Data 

Jenis studi ini adalah studi kualitatif, jadi metode analisis bidang penelitian ini 

yaitu deskriptif kualitatif di mana Hasil dari penelitian akan berbentuk data deskriptif 

berupa data tertulis maupun secara lisan dari individu serta tingkah lakunya yang bisa 

diamati.23 Tujuan dari studi kualitatif yaitu agar bisa menjelaskan dengan efektiv 

 
22 Mahmud,  Metode Penelitian PendidIkan (Bandung: Pustaka Setia, 2011), hlm. 183. 

23 Lexi J. Moleong, Penelitian Kualitatif  (Bandung : PT. Remaja Rosydakarya, 2004), hlm. 3. 
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kondisi maupun sifat tertentu, gejala dari perilaku seseorang maupun komunal 

tertentu di mana terkait penelitian ini yaitu bertujuan untuk menganalisis  efektivitas 

peran kepengawasan DPS pada LKMS di Kabupaten Lampung Timur dengan 

berpedoman pada SK DSN MUI No.Kep-98/MUI/III/2001 tentang Susunan Pengurus 

DSN MUI Masa Bhakti Tahun 2000-2005, yang mana berisi tentang tugas yang 

diberikan DSN-MUI kepada Dewan Pengawas Syari’ah. 

 

G. Sistematika Pembahasan 

Penelitian ini disusun ke dalam 5 bab yang berhubungan satu sama lain 

dengan sistematika pembahasan yaitu: 

Bab 1: pendahuluan yang memuat latar belakang permasalahan, selanjutnya 

terkait rumusan permasalahan kemudian tujuan dari penelitian yang merupakan 

jawaban terhadap rumusan permasalahan, urgensi penelitian yang ditegaskan dengan 

kegunaan Penelitian. Kemudian hasil dari telaah kepustakaan yang memiliki relevansi 

terhadap permasalahan penelitian, kerangka teori dan juga metode penelitian yang 

diakhiri dengan sistematika pembahasan. 

Bab 2: yang memuat penjelasan mendalam tentang kerangka teori yakni 

terkait kedudukan DPS, fungsi DPS, prinsip dasar pengawasan, kewajiban DPS dan 

mekanisme pengawasan DPS. Kerangka teori tersebut nantinya akan digunakan 

peneliti sebagai alat untuk melakukan analisis terhadap masalah yang diteliti. 
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Bab 3: memuat pemaparan tentang data yang diperoleh dari lapangan dan 

objek penelitian. Data tersebut tentang peran dari DPS pada LKMS di Kabupaten 

Lampung Timur. 

Bab 4: memuat analisa tentang detesis, argumentasi dan juga kritikan yang 

dalam hal ini terkait kinerja dari DPS atas LKMS di Kabupaten Lampung Timur. 

Bab 5: Penutup, yang memuat kesimpulan dan saran yang diperoleh melalui 

hasil analisis penelitian. Kemudian bagian ini juga memuat implikasi dari penelitian 

ini yang bisa memberikan kebermanfaatan untuk masa yang akan datang dan 

menjelaskan keterbatasan dalam melakukan penelitian ini. 
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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan  

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis penulis, bisa ditarik kesimpulan 

yaitu: 

1. Kegiatan peran kepengawasan DPS pada LKMS di Kabupaten Lampung 

Timur yaitu: BMT Assyafiiyah, BMT Al-Fath Berkah Bersama, BPRS BAS ( 

Bank Aman Syari’ah), BMT Bina Insani, dan BMT Ar-Rahmah Jaya Mulia 

yaitu membuat laporan dari hasil monitoringnya kepada BI, DSN, komisaris 

dan juga direksi minimal satu kali dalam waktu 6 bulan dan membuat 

evaluasi, penelitian serta Analisa terhadap data yang diperoleh secara 

berkelanjutan atas setiap operasional dari kelima lembaga keuangan mikro 

syari'ah yang nantinya akan diberikan kepada DSN. Apabila terdapat 

penyimpangan terhadap prinsip syari'ah dari hasil monitoring yang dilakukan, 

DSN akan mengeluarkan teguran dan apabila tidak dijalankan, BSN dapat 

mengeluarkan rekomendasi yang dilanjutkan ke pihak BI untuk mengeluarkan 

sanksi kepada pihak terkait. 

2. Secara general efektivitas dalam menjalankan peran kepengawasan DPS di 

LKMS Kabupaten Lampung Timur dinilai belum sepenuhnya efektiv 

dikarenakan dalam menjalankan tugas masih ada kekurangan dan belum 
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3. sepenuhnya menjalankan tugas sesuai fatwa dari DSN-MUI yaitu: melakukan 

pengawasan secara periodik pada lembaga keuangan syari’ah, mengajukan 

usul-usul pengembangan lembaga keuangan syari’ah kepada pimpinan 

lembaga yang bersangkutan dan kepada DSN, melaporkan perkembangan 

produk dan operasional lembaga keuangan syari’ah yang diawasinya kepada 

DSN sekurang-kurangnya dua kali dalam satu tahun anggaran, merumuskan 

permasalahan yang memerlukan pembahasan dengan DSN. Dalam hal ini 

yang menjadi kekurangan yaitu jumlah DPS pada LKMS yang mempunyai 

banyak cabang masih dinilai kurang, karena apabila dengan banyaknya 

cabang pada LKMS harus dibarengi dengan jumlah DPS cukup. Kemudian 

DPS juga masih kurang aktif dalam berkoordinasi dan mengkaji isu-isu 

pengembangan produk maupun lembaga. 

 

B. Saran  

Mengacu pada kesimpulan tersebut, disarankan untuk Lembaga Keuangan Mikro 

Syari’ah di Kabupaten Lampung Timur yaitu : BMT Assyafiiyah, BMT Al-Fath 

Berkah Bersama, BPRS BAS ( Bank Aman Syari’ah), BMT Bina Insani, dan BMT 

Ar-Rahmah Jaya Mulia agar:  

1. Proses rekrutmen anggota DPS dilakukan dengan penuh kehati-hatian 

sebelum pengusulan dan memperoleh persetujuan dalam RUPS untuk 

dilakukan pengangkatan sebagai anggota DPS 
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2. Proses recruitment manajemen LKMS harus mempertimbangkan dan 

memprioritaskan aspek kejujuran setelah mempertimbangkan kapasitas dan 

kompetensi yang dimiliki oleh calon pengelola 

3. DPS juga harus mempunyai integritas yang besar terkait ketaatan terhadap 

prinsip syari'ah yang dikeluarkan fatwanya oleh DSN 

4. DPS sebagai badan yang memiliki wewenang dalam hal monitoring tidak 

dapat menjalankan pekerjaannya apabila tidak didukung adanya transparansi 

dari pihak manajemen LKMS di Lampung Timur, sehingga pengelola LKMS 

harus mempunyai keterbukaan dan juga kejujuran. 

5. DPS wajib memiliki keaktifan dalam berkoordinasi dan mengkaji isu-isu 

pengembangan produk dan lembaga, supaya tercipta produk yang baru untuk 

diajukan kepada DSN-MUI. 
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